
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1411, 2019 KEMEN-LHK. Penghargaan Adiwiyata. 

Pencabutan. 
 

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 

TENTANG 

PENGHARGAAN ADIWIYATA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pendidikan lingkungan 

hidup bagi masyarakat, perlu dilakukan upaya 

pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui gerakan 

peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah; 

b. bahwa untuk memberikan apresiasi terhadap sekolah 

yang telah berhasil melaksanakan gerakan peduli dan 

berbudaya lingkungan hidup diberikan penghargaan 

adiwiyata; 

c. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 

Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program 

Adiwiyata sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, 

sehingga perlu diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan tentang Penghargaan Adiwiyata; 
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Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 17); 

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 713); 

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.52/MENLHK/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang 

Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di 

Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1152); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG PENGHARGAAN ADIWIYATA. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Adiwiyata adalah penghargaan yang diberikan oleh 

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah 

daerah kabupaten/kota kepada sekolah yang berhasil 

melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya 

lingkungan hidup di sekolah. 

2. Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang berhasil 

melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya 

lingkungan hidup di sekolah. 

3. Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di 

Sekolah yang selanjutnya disebut Gerakan PBLHS 

adalah aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, 

dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam 

menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. 

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang lingkungan hidup. 

5. Kepala Badan adalah pimpinan satuan kerja yang 

mengurusi bidang pengembangan sumber daya manusia 

di lingkungan kementerian lingkungan hidup dan 

kehutanan. 

 

Pasal 2  

(1) Penghargaan Adiwiyata diberikan oleh Menteri, gubernur, 

dan bupati/wali kota kepada sekolah yang berhasil 

melaksanakan Gerakan PBLHS. 

(2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. sekolah dasar atau bentuk lainnya yang sederajat; 

b. sekolah menengah pertama atau bentuk lainnya 

yang sederajat; 



2019, No.1411 -4- 

c. sekolah menengah atas atau bentuk lainnya yang 

sederajat; dan 

d. sekolah menengah kejuruan atau bentuk lainnya 

yang sederajat. 

(3) Pelaksanaan Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

BAB II  

PENILAIAN 

 

Bagian Kesatu 

Tata Cara Penilaian 

 

Pasal 3  

(1) Pemberian Penghargaan Adiwiyata sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan 

penilaian. 

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan terhadap calon Sekolah Adiwiyata. 

(3) Calon Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) meliputi: 

a. calon Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota; 

b. calon Sekolah Adiwiyata provinsi; 

c. calon Sekolah Adiwiyata nasional; dan 

d. calon Sekolah Adiwiyata mandiri. 

(4) Calon Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) diajukan dengan ketentuan: 

a. calon Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota, diusulkan 

oleh sekolah yang kewenangan pengelolaan 

pendidikannya di kabupaten/kota kepada kepala 

instansi yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang lingkungan hidup 

kabupaten/kota, paling sedikit 12 (dua belas) bulan 

setelah pengesahan Rencana Gerakan PBLHS; 
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b. calon Sekolah Adiwiyata provinsi: 

1. sekolah yang kewenangan pengelolaan 

pendidikannya di provinsi mengusulkan 

kepada kepala instansi yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang lingkungan 

hidup provinsi, paling sedikit 24 (dua puluh 

empat) bulan setelah pengesahan Rencana 

Gerakan PBLHS; 

2. kepala instansi yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang lingkungan hidup 

kabupaten/kota mengusulkan kepada kepala 

instansi yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang lingkungan hidup 

provinsi, untuk sekolah yang kewenangan 

pengelolaan pendidikannya di kabupaten/kota 

paling sedikit 12 (dua belas) bulan setelah 

menerima penghargaan Adiwiyata 

kabupaten/kota; 

c. calon Sekolah Adiwiyata nasional, kepala instansi 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang lingkungan hidup provinsi mengusulkan 

kepada Kepala Badan untuk: 

1. sekolah dasar atau bentuk lainnya yang 

sederajat; 

2. sekolah menengah pertama atau bentuk 

lainnya yang sederajat; 

3. sekolah menengah atas atau bentuk lainnya 

yang sederajat; dan 

4. sekolah menengah kejuruan atau bentuk 

lainnya yang sederajat, 

paling sedikit 12 (dua belas) bulan setelah menerima 

penghargaan Adiwiyata provinsi; dan 

d. calon Sekolah Adiwiyata mandiri, kepala instansi 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang lingkungan hidup provinsi mengusulkan 

kepada Kepala Badan untuk: 


